PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 . TAHUN 2009

TEMTANG

CRGANISAST DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEM TEGAL

Menimbang
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DENGAMN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan, tugas pemerintahan umum lainnya dan sesuai pasal
45 ayat (1) Peraturan pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Lembags
Lain seljagal baglan dari perangkat daerah;

bahwa berdasarkah\plertimluangan seba'ga];mana dimaksud dalam
huruf a , maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain Kabupaten Tegal; -

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsl Djawa
Tengah; '
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran MNegara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagalmana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 18989
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokol~-pokolk Kepegawalan (Lermbaran Negara Tahun 1999
Mornor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
Undang-Undang tMomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentulan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tarbahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintanan
Daerah (lL.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 12%, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momar ¢ 17) sebegaimana telah beberapa kali diubah terakhir
2 H sgeundang  Nemor 12 Tahun 2008  tentang
o kediua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentano oo nteban Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesi» Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

i

- Republik indonesia Nomaor 4844);
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10.

11,

13,

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang’' Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutan'e_m (Lembaran
Negara- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangqulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723) "

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun
1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
Peraturan Pemerintah Nomor, 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Qrganisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan
inarkotika Masional , Badan Narkotika Provinsi dan Badan
‘Narkotika Kabupaten/Kota; .

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; _

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lemnbaran Daerah Kabupaten Tegal
Nomeor 1) ‘

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pola = Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Momor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Tegal Nommor ... Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 6 Tahun 2008 tantang Pola Organisas! Pernerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor ..... .

Tambahar Lembaran Daerah Kabupaten Tenal Nomor ... b
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ffenctapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TSENQE.'ANG
QRGANISASI DAM TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABLEATENM-
TEGAL '

- BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Calam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur
peziyelenggara Pemeriitahan Daeral. '

Bupet adalah Bupati Tegal.

4, Perangkat Daeran adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri darl Sckretariat
Deerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga
ain, IKecamatan dan Kelurahan; :

5. Sckretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris. Daerah

Kabupaten Tegal. ) :

6. Lembaga lain adalah lembaga lain Kabupaten Tegal vyang 'terdiri Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pelayanan Perizinan . Terpadu,
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten ;

7. 'Badan Penanggu!angén Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD
adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal;

8. Kepale Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah - yang selanjutnya
disebut [<AHLAKC BPBD adalah  KALAK Badan Penanggulangan  Bencana
Dacerah Kabupaten Tegal;

9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yeng selanjutnya.disebut  BP2T adalah
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal;

10. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala
BP27 adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal;

11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja
perangkat daerah terkalt yang mempunyal kewcnangan untuk memberikan
pelavanan terpadu;

12. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan  yang
selenjutnys disebut BPAK  adalah Badan Pelaksana Pepyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan -:Ke['ulJ,l:-aman Kabupaten Tegal.. . e

13. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan
yano selanjutnya disebut Kepala BP4K adalah Kepala Badan Pelaksana
Penyu'than Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tegal;

14, Balhi Tenyuluhan Partanian, Perikanan dan Kehutanan disingkat BP3K
marupakan instalasi/sarana BP4K untuk melaksanakan penyuluhan ditingkat

Kerarmnatan.,

Sem Matwpet o yeng selamjulnya disebut
Cupaten Tocal;

i i sunaten  yang selanjubnya

Sy ALAKHATL Cadan Nurkotika Kabupaten
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17. Kepala Satuan organisasi adalah Kepala Satuan Unit Kerja pada lLembaga
Lain kabupaten Tegal;

18. Jabatan Fungsional adaiah kedudukan yang menunjukan tugas , tanggung
jawab , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keul win dan
atau keterampllan tertentu serta bersifat mandiri;

19. Kelerapok Jabatan Fungsional adalah kumpulan iabatan fungsional  yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahii dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;

nAD IT

&“EMH*&NTUMN E(EHUDUMAN TUGAS, FUNGST DAN
LUEUNAN ORGAMISAST

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain, yang terdiri dari :
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; ;

b. Badan Pelayanan FPerizinan Terpadu;

c. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;

d. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten ;

- Bagian Pertama
m,fﬂm Penangqgulangan Bencana Daerah ( BPRD)

Pasal 3

(1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan
Bencana Daerah yang terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur
Pelaksana;

(2) BPBD dipfmpln Kepaia Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;

(3) Pengaturan Unsur Pengarah ditetapkan dengan Peratura Bupati:

(4) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana BPBD yang
berkedudukan di bawah dar bertanggqung jawab  kepada Bupati melalui
Sekrataris Daerah;

Pagal 4

BPED rmempunyal tugags polok !

a. Menetapkan pedoman sesuai dengan kebijakan pemerintah daeral serta Badan

Masional Penanggulangan Bencana lerhadap usaha penanggulangan bencana

yang mencakup pencegahan bencana, penanganan daru<at, rchabilltasl serta

rekonstruksl sacara adil dan setara;

h. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundarng-undangan;

c. Menyusun imenetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. Menyusun dan menetaplkan prosedure tetap penaganan bencana;

e. Mehalwfmr‘.imn penyelencaaraan penanggulaman boncdna pada Wiiayc\ mnya;

it M“h‘-'- peiyvelengerinnn penanggulangan bancana  kepada Bupatl setlap
Mbu i b norm ai drm ‘;ﬂf“an soal kondisi darurat bencana;

ag. i ; Aeanig diterimea;
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, BPBD

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebljakan penanggulangan_ bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak, cepat, tepat, efektif dan efisien;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana K secara
terencana, terpadd dan menyeluruh; _

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan,
kesiapsiagaan; sarana prasarana dan logistik dalam lingkup kabupaten;

d. pemartauan , evaluasi dan pelaporan bidang penanggulanan bencana;

e. Pengelolaan . administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga
dan ketntausahaan drimqkungan Pelaksana Harian BPBD;

f. Pelaksanaan tugas lain vyang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 6

Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4) mempunyai
tugas

Melaksanakan penanggulangan bencana secara, terintegrasi meliputi :

a. Prabencana;

b. Saat tanggap darurat; danm

¢c. Pascabencana.

Pasal 7

Dalam melaksanalkan tug?'ﬁ; sebagaimana dimaksud pada Pasa[ 6, Pelaksana BPBD
menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian;

b, Pengokomandoan; dan

c. Pelaksana.

Pasal 8

(1) Susunan Qrganisasl Pelaksana BPBD, terdiri :
a. Kepala Pelaksana ;
b. Sekretarlat , terdiri dari :
1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2) Subbagian Umum dan Kepegawalan;
c. Bldang Pencegahan, dan Kesiapsiagaan;
1} Subbldang Pencegahan;
2) Subbldang Keslapslagaan;.
d. Bidang Kedaruratan dan Loglstik;
1) SubBidang Penyelamatan , evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
2) Subbidang Sarana Prasarana dan Logistik.
Bicdang Rehabllitasi dan Rekonstruksi;
1) “ubhidang Rehar:’im:asj;
2} Subildang Rekensiruksi
| aoele Jabator ?.'.'..rlrml
(2) Sehrotariat sebagaim= dimaksud pada ayat (1) , dipimpin oleh Sekretaris
tm‘;nl’* dibawah dan boiz anggung jawab Kepacda f-’\opal ) Pelaksana;

il

-

(3).Bidang-bidang .......
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(3) Bidang - Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) , masing-masing dipimpin
oleh secrang Kepala Bidang vyang bertanggung jawab kepada Kepala
Pelaksana melalul Sekretaris;

(4) Sub Bagian - Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , masing-
masing dipimpin. oleh seorang Kepala Subbaman yang berada d|bdwah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(5) Subbidang - Subbidang sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) , masing-
masing dipimpin oleh Kepala Subbidang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang;

(6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), berada di bawah dan
bertanggung jawab Kepala BPBD dalam pelaksanaan tugasnya
dilkoordinasikan oleh Kepala Pelaksana ;

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
dipimpin eleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompaol dan
bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;

(8) Bagan Organisasi BPBD sebagalmana . tercantum dalam lampiran I
merupakan bagian_ yang tidak térpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)

Pasal 9

(1) BP2T merupakan Lmsur pendukung tugas Bupati di bidang Pelayanan Perizinan;
(2) BP2T dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukandi bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 10

BP2T mempunyai ftugas melaksanakan koordinasi dnn menyelenggarakan
pelayanan administrasl dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu
dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan
lkepastian.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BP2T

mempunyai fungsi :
pelalksanaan penyusunan program Badan;

a.

b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan ;

¢, pelaksanaan koordinasl proses pelayanan perizinan dan non perizinan,

d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinman dan non perizinan; dan

e, pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non
perizinan;

f. pelaksanaan tugas larn yang diberikan oleh Bupatj sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 17

?Llfumsn Qrganisasi- BP2T , terdiri daii
F(rpah Badan; '
b. Barian, Lf_rdm cari
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
2) Bub kagian Uimum dan Kepegawaian,
. Bidaneg Pemerintahan o o0 Kesejahteraan Rakyal;
f RIGTVERE

—
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f. Tirm Teknis;
9. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagian Tata Usaha sebagalmana dirnaksud dalam:ayat (1) , dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Eadan ;

(3) Bidang-bldang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan ;

(4) Subbagian - Subbagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian; }

(5) Tim Tekn’s sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , terdiri dari pejabat satuan
kerja' perangkat daerah ‘terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan
sesual dengan bidangnya, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam (1) , dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senlor sebagal koordinator dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan . :

(7) Bagan Organlsasi BPZT sebagaimana  tercantum dalam Lampiran II yang
merupalcan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pelalkksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan wan Kehutanan
(BP4K)

Pasal 13

(1) BPAK merupakan unsur Pelaksana tugas Bupati di bidang Penyuluhan Pertanian,
Perikanan gan Kehutanan;
(2) BP4IC dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggunq jawab kepada Bupati melalul Sekretaris Daerah;

Pasal 14

BP4K memnunyai tugas pokok

a. Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan
kebljiakan certa programa penyuluhan provinsi dan nasioral;

b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mel(&rti:-:r:‘.:-:, tata kerja dan
metode penyuluhan;

c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengerasan dan penyebaran materi
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku
usaha;

d. Melaksanakan pemblnaan pengembangan kerja sama, kermiitraan, pengelolaan

kelembagaan, sumber daya manusla, sarana prasarana dan pemblayaan

penyuiuhan;

Menumbuhkembangkan: dan me ~fasilitasl kelembagaan serta forum kegiatan

bagi pelaku utama dan pelaku usu

f. Melaksanakan peningkatan kapasit ~nyuluh Pegawal Negerl Sipll, penyuluh
awadayan, penyuluh swasta melalul a5 nembelajaran secara berkelanjutan;

a, N'c""ﬂ ERRE 'r'n ponnawa-"ln dan peng{ «da'an terhadap pelaksanaan tugas dl

: . wealihang dan

w45

sokol sebagalmana dimaksud  daiam pasal 34 BPaK

aflenyusunian ...
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(1)

(2)

@)

4)

Penyusunan kebn;akan penyuluhan; '
penyusunan programa: penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan
penyuluhan Provinsi dan Nasional;

pengkoordinasi, integrasi, SIkronlsaSi penyuluhan lintas sektoral;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
penyuluhan;

pelaksanaan satuan admlmstrasr pangkal penyuluh pertamdn perikanan dan
kehutanan pegawai negeri sipil yang bertugas pada tingkat kabupaten;
pengembangan mekanisme , tata kerja dan metode penyuluhan;

pelaksanaan penyuluhan; .
pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama serta  kemitraan
penyuluhan;

pemantauan dan evaluasi penyuluhan;

pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

pelaksanaan fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
pelaksanaan kapasitas penyuluh Pegawal Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta
melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; .-

Pengelolaan = administrasi keuangan, -kepegawaian, perlengkapan, rumah
tangga protokol dan penatausahaan dilingkungan BP4K; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh: Bupat; sesual dengan tugas dan

fungsinya.
Pasal 16

Susunan Organisasi BP4K terdiri dari :
a. Kepala Badan ;
b. Sekretariat , terdiri dari

1. 3ubbagian Perencanaan dan Keuangan; -

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Penyuluhan

1. Subbidang Program dan Pengembangan metode;

2. Subbidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha;
d. Bidang Kelembagaan terdiri

1. Subbidang Kelembagaan Penyuiuhan;

2. Subbidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

1. Subbldang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh;

Z. Subbldang Pengembangan Sumber Daya ‘Manusla Pelaku Utama dan

Pelaku Usaha;

f, Balal Penyuluhan;
g. Kelompol Jabatan Fungsional, '
Sekretariat sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dipirnpm olety seorang
Sekretarls yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan;
Subbaglan - Subbaglan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
diplmpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris; : _
Bidang- Bidang sebagaimana dimaksud . ‘pada ' ayat (1), masing-masing
d!pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab epida Kepala Badan melalul Sekretarls;:
Subhidano - Subbidane  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan

masi

dan bertanggung ]awabl kepada Kepala Bidang.:

6.Balai Penyuluhan ....oeeuias



(6) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepala Balai vyang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Badan
melalui Sekretaris;

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan. -
bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(8) Bagan organisasi BP4K sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1I
merupakan bagiap yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah inl.

Bagian Keempat
Pelaksana Harlan Badan Narkotlka Kabupaten

Pasal 17

LAKHAR BNK merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan
dan fasilitasi Badan Narlkotilka Kabupaten yang secara teknis operasional berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Narkotika Kabupaten dan
secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Bupau melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 18

LAKHAR BNK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah dan memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional

kepada BNK dibidang P4GN.
| Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pelaksana

Harian BN« menyelenggarakan fungsi

a. Penyudsuran rencana program Sekretariat BNI;

b. pemberian  dukungan  penyusunan  standar  operasional  prosedure
penyelenggaraan PAGN;

c. pemberian dukungan pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi
pemerintah lingkup Kabupaten dalam penylapan dan penyusunan kebijakan
pelaksanaan operasional dibidang P4GN;

d. pemberlan dukungan pelaksanaan adminlistrasi penyelenggaraan P4GN;

e. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan PAGN;

£ pemberian dukungan pelalisanaan operasional teknis penyelenggaraan P4GN;

g. pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan slstem
informasi sesuai dengan keblijakan operasional ENK;

h. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P4GN;

I Pengelolaan administrasl keuangan, kepegawalan, perlengkapan, rumah
tangga dan ketatausahaan dilingkungan BNK;

j.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 20
1) Susvnen oroanisasi LAKEAR BNIC, terdiri dari

SR BN

b, Sairsariat, terdici dari

1.Subbagian ......



1) Subbagian Perencanaan;

2) Subbagian Umum dan Keuangan;

Seksi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat;

Seksi Penegakan Hukum;

Seksi Rehabilitasl; :

Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

Satuan Tugas;

Kelompok Jabatan Fungsional. :

(2) Sekretarlat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh .seorang
Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR;

(3) Subbagian - Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian vyang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin -
oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
KALAKHAR melalui Sekretaris;

(5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua BNK dalam. pelaksanaan tugasnya
dikoordinasikan oleh KALAKHAR , -

(6) Bagan Organisasi Pelaksana Harian BNK sebageim=na tercantum dalam
lampiran IV merupakan bagian vyang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

S o a0

. BAB IIX
ESELON

Pasal 21

(1) KALAK BPBD, Kepala BP2T, Kepala BP4K dan KALAKHAR BNK, merupakan
jabatan struktural eselon II b;
(2) Kepala Bagian Tata Usaha BP2T dan Sekretaris BP4K  merupakan jabatan

strulkktural eselon III a; .
(3) Sekretaris Pelaksana BPBD, Kepala Bidang LAKHAR BPBD, Kepala Bidang
BF2T, Kepala Bidang BP4K dan Sekretaris LAKHAR BNK merupakan jabatan

struktural eselon 1II b;
(4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Seksi merupakan jabatan

stru‘(tural eselon 1V a;
(5) Kepala Balal merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau dapat dijabat

darl seorang pejabat fungslonal yang ditunjuk pada BP4K. "

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 22

Palam melaksanakan tugasnya pejabat di Lembaga Lain wajib menerapkan prinsip
koordinasl, Integrasl dan sinkronisasl dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal,
baik dalam lingkungan Lembaga Laln maupun satuan kerja perangkat daerah
lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pagsal 22
Setiap Kepala Satuan Qrganisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadii
penvimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku,

Pasai 24 ............
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Pasal 24

Setiap Kerala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam- memimpin,
mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagii

pelaksanaan tiugas bawahannya.

(1)

(2)

(3)

1)

2)

3)

(1)
(2)

Pasail 25

Setiap Kepala Satuan Organisasi waiib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya.

Dalam menyampalkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan disampaikan kepada Satuan organisasi yang lain yang secara
fungsional mempunyai-hubungan kerja.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih
lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat — pejabat yang mendudukl jabatan eselon II, III, dan IV, pada saat
berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tuyas dan menerima
tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan
dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIla,
sebelum peraturan- ini- ditetapkan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan
hak kepegawalan dan administrasi lain dalam jabatan struktural eselon Illa,

walaupun organisasinya menjadl eselon IIIb.
Jabatan eselon' IIIb- sebagaimana ayat (2), efektif diberlakukan bagi bagi
pejabat yang baru .dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan

Daerzh ini. :

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 27
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsli.dan Tatakerja Lembaga Lain dlatur dengan

Peraturan Bupatl; ;
Formasl dan persyaratan jabatan pada Lembaga Lain diatur dengan

Peraturan Bupatl.

i BARB VI
~ KETENTUAN-PENUTUP

Paszl 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini mulai berlaku; maka :

b 3

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pemtentukan Organisasli
Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal ;

2.PEraturan «oeeeeueeenss
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2. Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan' Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Kabupaten: Tegal. i .
3. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Narkotika

Kabupaten Tegal, khusus ketentuan yang mengatur LAKHAR BNK;
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturain Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeral Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Mei 2009

A;,au PATI TEGAL, f '

R

AGUS RIYANTO
Diundangkan di Slawi

pada tanggal 25 Mei 2009

Sekretér Daerah Kabupaten Tegal,

LEMEARSN CeERANM RASUPATEN TEGAL
TAMUN 2008 NOMOR 11~
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I.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR // TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERIA LEM:BAGA LAIN DAERAH

UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak selamanya didasarkan
pacda urusan yang menjadi kewenangan daerah , tetapi juga dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta kebijakan pemerintah,

Guna kelancaran dan tercapainya daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat di daerah, sesuai ketentuan. Pasal 45-ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor:- 41 Tahun tentang Organisasi Perangkat Daerah, dapat
dibentuk Lembaga Lain untuk melaksanakan tugas pemermtahan umum
lainnya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah,

Bahwa sehubungan dengdn Kal tersebut diatas, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Organisasi dan Tata
Ketjd Lembaga Lain Kabupaten Tegal

PASAL DEMT PASAL '

Pasal 1
Culkup jelas
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal <
Huruf a
a. Pencegahan bencana adalah serangkaian keglatan dilakukan untuk

mengurangl atau menghllangkan resiko bé&hcana, bailk melalui
pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan plhak yang
terancam bencana;

b. Rehabllitasi Bencana adalah perbaikan dan pemulihan semua
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat
memadal pada wilayah pasca Dbencana dengan sasaran utama
untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca
bencana;

¢. Rekonstruks! adalah pembangunan kembali semua sarana dan
prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada
tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama
turnbuh ‘dan berkembangnya. kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya, . tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya
peranserta’ - masyarakat dalam  segala aspek  kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;

Muruf B ..o,
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Huruf b
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah™ serangkaian

upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang
berisiko timbul bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap
darurat dan rehabilitasi;
Huruf ¢
Cukup jelas
duruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f .
Cukup jelas
Huruf g R
Cukup jelas
Huruf h Y
Cukup jelas
Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢ :
Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui
langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
Huruf d
Culkup jelas .
Huruf e '
Cukup jelas
Huruf f
Culcup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1) a
Cukup jelas
Ayat (1) b
Cukup jelas
Ayat (1) c
Cukup jelas
Ayat (1) d
Cukup jelas
Ayat (1) e
Cukup jelas
Ayat (1) f
Cukup jelas
Ayat (1) g
Cukup jelas
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Pasal 9
Ayat

(1)

a. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda
daftar usaha;

b. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan sleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang
merupakan bukti legalitas, ‘yang -menyatakan sah atau
diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha
atau kegiatan tertentu;

Pasal 10
Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap
terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan
satu tempat;
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)

a.

Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan selanjutnya
disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku
utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong
dan mengkoordinasikan - dirinya dalam melaksanakan informasi
pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai
upaya untuk meningkatan produktivitas, efisiensi, usaha
pendapatan dan kesejaltéraan -serta meningkatkan kesadaran
dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. Pértanian  yang mencdkup tanaman  pangan,hortikultura,

pérkebunan dan peternakah yvang selanjutnya disebut pertanian
adalah’ seluruh kegiaten ysng meliputi usaha hulu, usaha tani,
argoindustri, pemasaran dan jasa penujang pengelolaan sumber
ddya alam haydti dalam agroekosisterm vyang sesuai dah
berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja
serta manajemen untuk mendapatkan manfat sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;

. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan
lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksl
pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam
suatu sistem bisnis perikanan;

d. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut

dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang
diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;

e. Sistem Penyuluhan pertanian, perikanan Jan kehutanan yang

selanjuthya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian
pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan serta
sikap pelaku utam.a dan pelaku usaha melalui penyuluhan;

Pasal 14 ........
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Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b :
Cukup jelas
Huruf ¢

a. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang
selanjutnya disebut pelaku utama adalah riasyarakat di dalam
dan di sekitar kawasan hutan petani, pekebun, peternak, nelayan,
pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya;

b. Pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau
korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia vyang
mengelola usaha-pertanien, perikanan dan kehtutanan;

Huruf d ;
Cukup _}eias
Huruf e :
Cukup jeias
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari-tanaman atau bukan
tanaman baik sintetis maupun semi sintetis (yan’;dapdt menyebabkan
nenurunan atau perubahan kesadaran, hillangnya rasa , mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri dan’ dapat menimbulkan
ketergantungan yang dibedakan kedalarm golongan-golongan;
Pasal 18
Pencegahan, pernberantasan penyalahgundan dan peredaran gelap
narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan aditif lainnya  yang
selanjutnya disebut P4GN;
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
' Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf.-¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Rehabilitasi Narlkotika adalah suatu proses kegiatan
pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun
spiritual agar bekas pecandu narkotika dapat kembali
melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

Huruf £ .ooisass
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Huruf f

Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22 '

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas,
Pasal 25

Culkup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

~ Pasal 28

-Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan " Satuan Tugas

"

adalah satuan

tugas Pelaksanaan Marian BNK yang dibetuk sesual dengan

kebutuhan dan anggotanya
instansl pemerintah terkalt.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 35

berasal dari perangkat

dan
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